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ABSTRACT 
THE LIABILITY OF THE INSTRUMENTAL WITNESSES TO KEEP THE 
CONFIDENTIALITY OF THE CONTEN TS OF THE NOTARIAL DEED IN PURSUANT 
TO THE LAW OF THE NOTARY POSITION  
 
Notary as a public official who has the authority to make an authentic notarial deed, 
performs the duties of his/her office in accordance with the provisions of the Law of the 
Notary Position. In addition to the authority to make an authentic notarial deed, a notary also 
has an obligation of keeping the confidentiality of the contents of the notarial deed that he or 
she made, pursuant to the Article 16 of paragraph (1) letter f of the A mended Law of the Law 
of Notary Position. Notary makes authentic notarial deed based on the provisions of the 
Articles 1320 and 1868 of the Indonesian Civil Code, as well as the provisions contained in 
the Law of Notary Position. One of their obligations i s presenting instrumental witnesses in 
the reading of the notarial deed minimum of two (2) persons. Without the presence of the 2 
(two) instrumental witnesses, then the notarial deed made by or before a notary has the 
privately made proofing. The problems in this study were to determine whether the 
instrumental witnesses have the obligation keep the confidentiality of the contents of the 
notarial deed, as the notaries do, and to find out the liability of the instrumental witnesses for 
the confidentiality of their notarial deeds that they signed. 
This study is a normative  legal  research which  departed from the  obscuri ty  of 
the  applicable norm on the  provisions of the Law of  the  Notary  Posi t ion on the 
instrumental  wi tnesses re lated to their l iabi li ty  to disc lo sure  the  contents of  the 
notarial  deed.  This study used the  re lated statutory  approach,  l i terature  books,  and 
dic t ionaries as the  legal materials.  
The resul ts of  this study indicated that  the  instrumental  wi tnesses as one of  the  
formal  requirements in the  process of  making an authent ic  notarial  deed who are  
also the  integral  parts of  the  notary,  should have an obl igation to keep the 
conf idential ity  of the  contents of  the  notarial deed.  This is to prevent the  leakage of 
secrets re lated to the  contents of  the  notarial  deed that  may be commit ted by  the 
instrumental  wi tnesses,  as wel l  as to protect  the  interests of  the  part ies on the 
notarial  deed.  A less clearly -stated provision re lated to the  instrumental  wi tnesses in 
the  Law of  the  Notary  Posi t ion has resul te d in any act ion taken by the  instrumental 
wi tnesses to become one unity  wi th the  notary , or regarded as the  own responsibi l i ty  
of  the  notary .  In order to provide legal  certainty  and legal  protect ion to the  
instrumental  wi tnesses,  as wel l  as to protect  the  notaries in carrying out  their of f ice , 
the  necessary  arrangements regarding the  obligat ions and responsibi l it ies of the  
instrumental  wi tnesses should be  c learly  speci f ied in the  Law of  the  Notary Posi t ion.  
 
Keywords: Instrumental Witnesses, obligation of keeping the confidential 
 
I .  BAB I 
PENDAHUHUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Per l indungan  hukum kepada 
segenap warga negaranya oleh  negara  
dian taranya,  mengadakan lembaga 
hukum berupa jabatan  notaris yang 
diber i  tugas dan  wewenang sebagai  
seorang pejabat  umum un tuk membuat  
akta  auten t ik.  Akta  ter sebut  adalah  
merupakan a la t  bukt i  sempurna bagi  
para  pihak yang membuatnya.  
Keberadaan jabatan notar is di tujukan  
un tuk mewujudkan  kepast ian  hukum 
melalui  akta  autent ik yang dibuatnya.  
Pelaksanaan  tugas dan  ja batan  notar is 
dia tur  dalam Undang-undang Nomor  30 
Tahun  2004 ten tang Jabatan  Notar is 
yang diundangkan  dalam Lembaran  
Negara  Republ ik Indonesia  Tahun  2004 
Nom or  117 pada tanggal  6 Oktober  2004 
A c ta  C o m i ta s  (2 0 1 7 )  2  :  2 3 7  –  2 4 6  
IS SN :  2 5 0 2 -8 9 6 0  I  e - I SS N :  2 5 0 2 -7 5 7 3  
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(selan jutnya disebut  UUJN) dan  
Undang-undang  Nomor  2 Tahun  2014  
ten tang Perubahan  Atas Undang -undang  
Nom or  30 Tahun  2004 ten tang Peraturan  
Jabatan  Notar is yang diundangkan  
dalam Lembaran  Negara  Republ ik  
Indonesia  Tahun  2014 Nomor  3 pada 
tanggal  15 Januar i  2014 (selan jutnya  
disebut  UU Perubahan  Atas UUJN).   
Kewa jiban  notar is dibarengi  juga 
dengan  keten tuan lainnya dalam 
pelaksanaan  pembuatan  akta notar is.  
Salah  sa tunya dalam Pasal  40 ayat  (1)  
UU Perubahan  Atas UUJN men yebutkan  
bahwa,  “Set iap akta  yang dibacakan  
oleh  notaris dihadir i  oleh  paling sediki t  
2 (dua) orang saksi ,  kecual i  peraturan  
perundang-undangan menen tukan la in .”  
Pasal  16 ayat  (1)  huruf f UUNJ-P 
yang mengatur  bahwa kewa jiban  notar is 
dalam menjalankan  tugas jabatannya,  
khususnya dalam membuat  akta  notar i il  
adalah  merahasiakan  segala  sesuatu 
mengenai  akta  yang dibuatnya dan  
segala  keterangan  yang diperoleh  guna 
pembuatan  akta  sesuai  dengan  sumpah  
atau jan ji  jabatan,  kecual i  undang -
undang mementukan  la in.  
Memer in tahkan notar is merahasiakan  
berdasarkan  sumpah  atau jan ji  jabatan  
segala  sesuatu baik berupa surat -surat  
a tau dokumen  maupun  keterangan -
keterangan  dalam rangka dibuatnya  
suatu akta  notar i il ,  dengan  tujuan  un tuk 
mel indungi  kepen t ingan semua pihak 
yang terkai t dengan akta  ter sebut .  
Keberadaan  saksi  in st rumenter  i tu 
sendir i  dalam akta  notar is,  yang oleh  
keten tuan  Pasal  40 a yat  (1)  UU 
Perubahan  Atas UUJN hanya di waji bkan  
hadir  a tau dihadirkan  pada saat  akta  
dibacakan .  Dengan  demikian ,  apakah  
keberadaannya hanya men yaksikan  
ten tang pembacaan  akta  sa ja  a tau juga  
harus mengetahui kebenaran  ten tang apa 
yang disaksikannya ter sebut ,  misalnya  
apakah  benar  orang yang hadir  un tuk 
menandatangani  akta  ter sebut  adalah  
pihak-pihak dalam akta  ser ta  apakah  
benar  benda a tau barang yang di jadikan  
obyek dalam akta  ter sebut .  Ruang 
l ingkup tanggung jawab seorang saksi  
menurut  hukum pembukt ian  pada 
umumnya a taupun  set idak -t idaknya  
berdasar  keten tuan di  a tas maka saksi  
in strumenter  wajib m engetahui  ten tang 
hal -hal yang diper in tah  un tuk 
disaksikan.  
Norma hukum yang mengatur 
ten tang keberadaan saksi  in trumenter  
sebagaimana di ten tukan  dalam Pasal  41 
UU Perubahan  Atas UUJN yang 
menyebutkan  bahwa,  Apabi la  keten tuan  
dalam Pasal  39 dan  Pasal  40 t idak 
terpenuh i,  akta ter sebut  hanya  
mempunyai  kekuatan  pembukt ian  
sebagai  akta  dibawah  tangan.  Pasal  41 
UU Perubahan  Atas UUJN in i  masih  
belum jelas a tau mengandung kabur  
norma.  Hal  ter sebut  yang memba wa  
implikasi  hukum pada kewaji ban  notar is 
sebagaimana dimaksud di a tas,  juga 
memba wa konsekuensi  hukum dalam 
per tanggung jawaban  saksi  in strumenter  
terhadap isi  akta  yang 
di tandatangan inya.   Seh ingga p erlu 
adanya a turan  yang jelas un tuk 
mengatur  kewaji ban  notar is 
merahasiakan  isi  aktanya berdasarkan  
Pasal  16 ayat  (1)  huruf f UU Perubahan  
Atas UUJN dengan  keberadaan  saksi  
in strumenter  akta  berdasarkan   Pasal  41 
UU Perubahan  Atas UUJN.  
1.2  Rumusan Masalah 
Berdasarkan  uraian  latar  belakang 
dia tas,  maka dapat  dirumuskan  
permasalahan -permasalahan  yang 
selan jutnya akan  dibahas lebih  
mendalam.  Adapun  rumusan  
permasalahan -permasalahan  adalah  
sebagai  ber ikut  :   
1 .  Apakah  kedudukan  hukum saksi  
in strumenter  dalam pembuatan  akta 
notar is menimbulkan  kewaji ban  
yang sama dengan  notar is un tuk 
merahasiakan  isi  akta  yang 
dibuatnya berdasarkan  Pasal  16 
a yat  (1)  huruf f UU Perubahan  Atas 
UUJN ?  
2.  Bagaimana tanggung jawa b saksi  
in strumenter  terhadap kerahasiaan 
akta  notar is ? 
 
1.3  Tujuan Penel i t ian 
Adapun  tujuan  umum dar i 
penel i t ian  in i  adalah  mengembangkan  
kemampuan  dir i  dalam menyampaikan  
dan  menul iskan  pikiran  dalam suatu 
karya i lmiah  dan  lebih  memahami 
mengenai  i lmu hukum dan  i lmu 
kenotar ia tan.  Tujuan  khusus dari  
penel i t ian  adalah  un tuk mengetahui  
kedudukan  hukum saksi  in trumenter  
dalam pembuatan  akta  notar is dapatkah  
men imbulkan  kewa jiban  yang sama 
dengan  notar is un tuk merahasiakan  isi  
akta  berdasarkan  Pasal  16 ayat  (1)  huruf 
f UU Perubahan  Atas UUJN,  agar t idak 
ter jadi  kekaburan  norma dan  un tuk 
mengetahui  bagaimana tanggung jawa b 
saksi  in strumenter  terhadap kerahasiaan  
akta  notar is.  
1.4 Manfaat Peneli t ian 
Manfaat  teor i t is penel i t ian  in i 
diharapkan  dapat  member ikan  
sumbangan  pemikiran  dan  masukan  teor i  
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i lmu terhadap perkembangan  
pengetahuan  i lmu hukum pada umumnya  
dan  hukum kenotar ia tan  pada 
khususnya,  terkai t  dengan  kewaji ban  
saksi  in strumenter  merahasiakan  isi akta  
berdasarkan  UUJN,  ser ta  mengetahui  
bagaimana tanggung jawa b dar i  saksi  
in strumenter  terhadap kerahasian  akta  
notar is.  
1.5  Landasan Te orit is  
Landasan  teor i t is adalah upaya  
un tuk mengiden t i fikasi  teor i  hukum 
umum atau khusus,  konsep -konsep  
hukum,  asas-asas hukum,  dan  lain -lain  
yang selan jutnya dipergunakan  sebagai  
landasan  un tuk membahas permasalahan  
dalam penel i tian . 1 
1 .  Asas Lega l i tas 
Asas l egal i tas adalah  sa lah  sa tu 
pr insip utama dari  dasar  set iap 
pen yel enggaraan  pemer intahan  dan  
kenegaraan  diset iap negara  hukum. 2 
“Het  legal i te i tsbeginsel  houdt  in dat  
al le  (algemene) de  burgers bindende 
bepal ingen op de  wet  moeten 
berusten.” 3 (Asas legal i tas menentukan 
bahwa semua keten tuan  yang mengikat  
warga Negara  harus berdasarkan  
undang-undang).  Keberadaan  saksi  
in strumenter  sangat lah  pen t ing dalam 
proses  pembuatan  akta,  oleh  karena itu 
diper lukan  pengaturan  yang lebih  jelas  
dan terperinci  agar  t idak men imbulkan  
kabur  norma mengenai  kewaji ban  dan  
tanggung jawab saksi  in st rumenter  
dalam proses pembuatan  akta .  
2 .  Asas Keperca yaan  
Asas keperca yaan  in i  adalah 
merupakan  salah  sa tu asas pelaksanaan  
tugas dan  kewaji ban  notar is.   Jabatan  
notar is adalah jabatan  kepercayaan  
dimana notar is dalan  men jalakan  tugas 
jabatannya harus selaras karena notar is 
adalah orang yang dipercaya un tuk itu.
4
 
Asas in i digunakan  penul is terkait  
dengan  tanggung jawab yang melekat  
pada notar is dalam melaksanakan  
kewaji bannya un tuk merahasiakan  isi  
akta  yang dibuatnya.   
                                                        
1Buku  Pedoman  Pendidikan  Program  
Studi  Magister  Kenotariatan Universitas  
Udayana,  2013,  Program  Studi  Magister  
Kenotariatan  Universitas Udayana, hal. 53. 
2Ridwan. HR, 2013, Hukum Administrasi 
Negara, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hal. 90. 
3Van  wijk  H.D  and  Willem  Konijnenbelt,  
1995,  Hoofdstukke  van Administratief Recht, 
Vuga,s’Gravenhage, hal. 41. 
4Hartanti  Sulihandari  dan  Nisya  Rifiani,  
2013,  Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, 
Cetakan pertama, Dunia Cerdas, Jakarta, hal. 84. 
3.  Asas Nemo Test is Indoneus In  
Propr ia Cause 
Asas nemo test is indoneus in 
propria cause adalah  merupakan  salah  
sa tu asas dalam hukum pembukt ian  yang 
berar t i  bahwa t idak seorangpun  yang 
boleh  men jadi  saksi  dalam perka ranya  
sendir i.5 Berdasarkan asas ini  maka 
dalam pembuatan akta diperlukan lah  
saksi  dalam hal  ini  saksi  in strumenter ,  
un tuk dapat member ikan  kesaksian  
apabi la  ter jadi  kasus a tau permasalahan  
terkai t dengan akta  yang dibuat  oleh  
para  pihak.  
4.  Teor i  Kewenangan  
Ph i l ipus M.  Hadjon  menyatakan 
bahwa,  wewenang (bevoegdheid )  
diar t ikan  sebagai  kekuasaan  hukum 
(rechtsmacht ) .  Jadi dalam konsep  
hukum publ ik,  wewenang berkai tan  
dengan  kekuasaan . 6 Notar is ebagai  
peja bat  umum yang memil iki  
kewenangan a tr ibusi ,  dalam 
menjalan kan  kewenangannya harus 
berdasarkan  ketentuan  peraturan  
perundang-undangan  yang ber laku yakn i  
UUJN junct o UU Perubahan Atas UUJN.  
5.  Teor i   Per tanggungjawaban  
Teor i  per tanggungjawaban  
membedakan  per tanggungjawaban  
men jadi  dua,  dimana hal  ini  
dikemukakan  oleh  Hans Kelsen  yai tu  
per tanggungjawaban  berdasarkan  
kesalahan  (based on faul t )  dan  
per tanggungjawaban  mutlak ( absolute  
responsibi l i ty ) .7 Dalam teor i  in i 
men jelaskan ,  bahwa seseorang 
ber tanggung jawab secara  hukum atas 
suatu perbuatan  ter tentu a tau bahwa di a  
memikul  tanggung jawa b hukum,  subjek  
berar t i  bahwa dia  ber tanggung jawa b 
atas suatu sanksi dalam hal  perbuatan  
yang ber ten tangan . 8 Terkai t  dengan 
                                                        
5Achmad  Ali  dan  Wiwie  Heryani,  2012,  
Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, Cetakan 
pertama, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 
hal. 64. 
6Philipus  M.  Hadjon,  1997,  Tentang 
Wewenang,  No. 5 & 6 tahun XII, September – 
Desember, Makalah, Universitas Airlangga, 
Surabaya, hal. 1. 
7Hans Kelsen, 1967, Pure Theory Of Law, 
Translation from the Second (Revised and 
Enlarged) German Edition, diterjemahkan oleh 
Max Knight Berkeley-Los Angeles, University of 
California Perss, London,(selanjutnya disebut 
Hans Kelsen I), hal. 119. 
8Hans Kelsen, 2007, (General Theory of 
Law & State), Teori Umum Hukum dan Negara, 
Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu 
Hukum Deskriptif-Empirik, Diterjemahkan  oleh  
Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 
(selanjutnya disebut Hans Kelsen II), hal. 81. 
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teor i  tanggung jawab lebih  menekankan  
pada tanggung jawab saksi  in st rumenter  
terhadap isi  akta  yang diketahu inya  
melalui  pembacaan  akta  oleh  notar is 
yang kurang jelas pengaturannya dalam 
UUJN junct o UU Perubahan Atas UUJN.   
6.   Teor i  Kepast ian Hukum.  
Suatu negara  hukum yang memil iki 
kedudukan  ter tinggi  dalam pelaksaan  
pemer intahan  adalah  hukum.  Kepast ian  
hukum adalah men jaga set iap 
kepen t ingan  subjek hukum agar  t idak 
terganggu dan  ter jamin kepast iannya.  
Teor i  in i  dicetuskan  oleh  john Aust in  
dan  Van  Kan .  9 Oleh  karenanya  
diper lukan  teor i - teor i  in i  un tuk dapat  
meyelesaikan  permasalahan  yang ada 
terkai t  dengan  kepas t ian  dan  
kemanfaatan  hukum bagi  notar is dan  
saksi  in st rumenter .  
7.  Teor i  Keadi lan .  
Ar istoteles m engemukakan  bahwa 
keadi lan  i tu adalah  kebi jakan  yang 
ber sangkutan  pada hubungan  an tar  
sesama manusia.  Oleh karena itu 
Ar istoteles m embedakan  keadi lan  
men jadi  dua bagian,  yai tu keadi lan  
umum atau keadilan  legal  dimana segala  
perbuatan  harus sesuai  dengan  undang -
undang demi kepen t ingan  umum dan  
keadi lan  khusus yang mewujudkan  
kebajikan  yang bukan  dikuasai  oleh  
moti f sosia l  melainkan  pada ukuran  
perbuatan  dalam hubungan  an tar  sesame 
manusia .10 Teor i  in i  akan  berkai tan 
dengan  kewa jiban  notaris un tuk 
merahasiakan  segala  sesuatu ten tang 
akta  yang dibuat  seharusnya melekat  
juga pada saksi  in strumenter .  
8 .  Teor i  Per l indungan Hukum.  
Teor i  per l indungan  hukum yang 
di jelaskan  oleh  Fi tzgerald yang dikutip 
oleh  Sat i jipto Rahar jo ber tujuan  
mengin tegrasi  ser ta  mengkoordinasi  
berbagai  kepen t ingan  dalam suatu 
masyarakat  karena per l indungan  
terhadap kepen t ingan  terten tu hanya  
dapat  dilakukan dengan  membatasi  
berbagai  kepen t ingan  di l a in pihak.11 
Ket idak jelasan  pengaturan mengenai  
saksi  in strumenter  dalam pembuatan  
akta  notar is menyebabkan  per l indungan  
yang diber ikan  kepada saksi  
in strumenter  ter sebut  men jadi  t idak 
jelas pula .  
                                                        
9Eugenius Sumaryono, 1987, Filsafat 
Hukum Sebuah Pengantar Singkat, Universitas 
Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 53. 
10O. Notohamidjojo, 1975, Demi Keadilan 
Dan Kemanusiaan, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 
hal. 85. 
11Satijipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, 
Citra Aditya Bakti, Bandung,  hal. 53. 
9.   Konsep  
a .  Merahasiakan  
Berdasarkan  Kamus Hukum,  rahasia 
adalah  sesuatu hal  yang hanya wa ji b 
diketahui oleh  yang berhak, pejabat  a tau 
penguasa  yang di tugaskan  un tuk i tu;  
Sesuatu yang sengaja  disembun yikan  
dari  orang la in  (hukum pidana). 12 
Notar is sebagai  peja bat  umum oleh  
jabatannya memil iki  tugas un tuk 
mematuh i  dan melaksanakan  rahasia  
jabatannya.  Rahasia  Jabatan  sendir i  
adalah  sesuatu yang berkenaan  dengan  
jabatan  dan  t idak bol eh  diketahui  oleh  
umum.13  Oleh karenanya berdasarkan 
pen jabaran  dia tas terkai t  dengan  rahasia  
dari  suatu profesi  maka dapat  
di rumuskan  bah wa rahasia  ter sebut  
adalah sesuatu yang tidak dapat  
disebar luaskan  a tau dibagi  kepada pihak 
la in ,  sela in  pihak ter ten tu yang 
memil iki kewenangan  terhadap hal  
ter sebut  baik berdasarkan  jabatan  a tau 
profesi  peker jaannya yang apabi la  
di langgar  akan  mengakibat kan  saksi  
bagi  pelanggarnya.  
b.  Saksi  Instrumenter  
Saksi  dalam Kamus Besar  Bahasa 
Indonesia  diar tikan  sebagai  orang yang 
dimin ta  hadir  pada suatu per ist iwa 
un tuk mengetahuinya,  supa ya bi lamana 
per lu dapat  member ikan keterangan  
yang membenarkan  bahwa per ist iwa  tadi  
sungguh -sungguh ter jadi. 14 Terkait 
dengan  hukum,  saksi adalah  orang yang 
menyaksikan  sendir i  suatu kejadian;  
orang yang dapat  member ikan  
keterangan  ten tang segala  sesuatu yang 
didengar ,  dil ihat  dan  dia laminya sendir i  
un tuk kepen t ingan  penyidikan,  
penuntutan  dan  peradilan  mengenai  
suatu perkara pidana. 15 Saksi  akta 
notar is merupakan  para  saksi  yang ikut  
ser ta  di  dalam pembuatan  ter jadinya  
akta  ( instrumen),  maka dar i  i tulah  
disebut  saksi  in st rumenter  
(Instrumentaire  Getuigen )16.  Keten tuan 
Pasal  40 UU Perubahan  Atas UUJN 
menen tukan  bahwa saksi  in strumenter  
yang ber jumlah  min imal 2 (dua) orang 
                                                        
12Sudarsono,  2002,  Kamus  Hukum,  Edisi 
Baru,  Cetakan  ketiga,  Rinek Cipta, Jakarta, hal. 
389. 
13Sudarsono, Op. Cit., hal 389. 
14Departemen  Pendidikan  dan  
Kebudayaan,  1994,  Kamus  Besar  Bahasa 
Indonesia,  Balai Pustaka, hal. 852. 
15Sudarsono, Op. Cit., hal. 415. 
16Habib Adjie, 2008,Hukum Notaris 
Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Refika 
Aditama, Bandung, (selanjutnya disebut Habib 
Adjie I), hal. 147. 
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hadir  dalam pembacaan  akta,   
membubuhkan  tanda tangan  mereka,  
member ikan  kesaksian  ten tang 
kebenaran  adanya  di lakukan  dan  
dipenuh inya formal itas -formal i tas yang 
diharuskan  oleh  UUJN juncto UU 
Perubahan  Atas UUJN,  yang disebutkan  
dalam akta  ter sebut .  
1.6 Metode Penel i t ian  
1.6.1 Jen is Penel i t ian  
Penul is menggunakan  metode 
penel i t ian  hukum normat i f.  Melalui  
penel i t ian  hukum normat i f in i ,  penul is 
mengkaji  mengenai  peraturan  
perundang-undangan  yang berkai tan  
dengan  permasalahan  yang dibahas,  
yai tu mengenai  kekaburan  norma yang 
terdapat  pada keten tuan  dalam UUJN 
juncto UU Perubahan  Atas UUJN terkai t  
dengan  keberadaan  saksi  in strumenter  
dalam pembuatan  akta  notaris dan  
kewaji ban  notar is merahasiakan  isi  
akta .  
1.6.2   Jen is Pendekatan   
Di  dalam penel i tian  hukum terdapat 
beberapa pendekatan .  Dengan  
pendekatan  ter sebut  penul is akan  
mendapatkan  in formasi  dar i  berbagai  
aspek mengenai  isu yang sedang dicoba  
un tuk dicari  jawabannya.  Pen dekatan  
masalah  yang penulis pergunakan  un tuk 
menun jang dalam penel i t ian  in i  adalah  
pendekatan  perundang-undangan  
(statute  approach )  dan  pendekatan  
konseptual  (conceptual  approach ).   
1.6.3  Sumber  Bahan  Hukum.  
Penul is menggunakan  sumber  bahan 
hukum pr imer  yai tu perundang-
undangan ,  berupa UUJN juncto UU 
Perubahan  Atas UUJN,  ser ta  
menggunakan KUHP dan  KUHPerdata.  
Sumber  bahan hukum sekunder  
diperoleh  dari  kajian  pustaka,  berupa 
doktr in -doktr in ,  jurnal  hukum dan  
internet ,  dimana bahan  hukum sekunder  
ini  adalah  sebagai  bahan  hukum yang 
t idak mengikat .  Penul is juga 
menggunakan bahan  hukum ter t ier  yai tu  
Kamus Hukum dan Kamus Besar  Bahasa  
Indonesia ,  termasuk juga buku -buku  
hukum,  skr ipsi ,  tesis dan diser tasi  
hukum dan jurnal - jurnal hukum.   
1.6.4  Tekn ik Pengumpulan  Bahan 
Hukum  
Pengumpulan  bahan  hukum yang 
penul is lakukan  dengan  melalui  cara  
yai tu dengan studi  kepustakaan.  Studi  
kepustakaan  yai tu penel i t ian  yang 
di lakukan  dengan  cara mengumpulkan  
bahan -bahan  hukum dan  kemudian  
melakukan  pencata tan (sistem kar tu).   
1 .6.5  Tekn ik Anal isis Bahan  Hukum  
Bahan -bahan  hukum yang diperoleh  
dari  studi  kepustakaan  selan jutnya  
dianal isa  dengan  mempergunakan  teknik 
anal isis in terpretasi  a tau penafisran  
hukum.  Penulis dalam hal  ini  
menggunakan penafsi ran  gramat ikal,  
penafsi r an  sist emat is dan  penafsi ran  




A.  Kewajiban Saksi  Instr umenter  
Untuk Merahasiakan Isi  Akta 
Terkait  Kedudukannya Dalam 
Pembuatan Akta  
 
Proses pembuatan  akta  sela in  para 
pihak atau penghadap dan notar is, ada 
pula  saksi  in strumenter  ya ng juga hadir  
dalam proses pembuatan  akta , ser ta  
turut membubuhkan  tanda tangan  dan  
paraf dalam akta  ter sebut .  
Penandatanganan  yang dilakukan saksi  
in strumenter  dalam akta  notar is 
member ikan  kesaksian  terhadap 
kebenaran adanya,  di lakukan  dan  
dipenuh inya formal itas-formal i tas yang 
diharuskan  oleh  UUJN. 17 Hal  in i  adalah 
merupakan  keten tuan  yang 
diper in tahkan  oleh  UUJN juncto UU 
Perubahan  Atas UUJN,  seh ingga 
keberadaan  saksi  in strumenter  adalah  
merupakan suatu syarat  formal  dari  
suatu akta  notaris.  Peran  saksi  
in strumenter  dalam set iap pembuatan  
akta  notar is tetap diperlukan . Karena 
keberadaan  saksi  in strumenter  sela in  
ber fungsi  sebagai  a lat  bukt i  juga dapat  
memban tu posisi  seorang notar is 
men jadi  aman  dalam hal  akta  yang 
dibuat  ol eh  notar is diperkarakan  oleh  
sa lah  sa tu pihak dalam akta  a tau pihak 
ket iga .  Dar i si fa t  dan  kedudukannya  
sebagai  saksi ,  maka para  saksi  turut  
mendengarkan  pembacaan  dari  akat  i tu,  
juga turut  menyaksikan  perbuatan  itu 
dan  penandatanganan  dar i  akta  i tu.  Para  
saksi  t idak per lu harus menger t i apa 
yang dibacakan  i tu dan  juga bagi  
mereka t idak ada kewaji ban  un tuk 
menyimpan  isi  akta  i tu dalam 
ingatannya. 18 
Berdasarkan  pemaparan  dia tas maka 
dapat  disimpulkan  bahwa keberadaan  
saski  in trumenter  adalah  per in tah  
undang-undang un tuk men jadikan akta  
                                                        
17Diakses    dar i     h t tp:/ /mkn -
unsr i .blogspot .com/2012/08/per l indunga
n-hukum-terhadap-saksi -akta.h tml .  
Diankses   pada   har i ,   Sen in   15  
Septem ber   2014. 
18G.H.S.  Lumban  Tobing, 1983, Peraturan 
Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, hal. 170. 
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yang buat  oleh  a tau dihadapan  notar is 
men jadi  akta  auten t ik.  Saksi  
in strumenter  oleh  undang -undang 
diwaji bkan  hadir  dalam pembuatan akta  
notar is,  seh ingga saksi  in strumenter  
mengetahui  isi  akta  melalui  pembacaan  
akta  dan  ikut menandatangan i akta  
ter sebut .  Hal  ini  mengakibatkan saski  
in strumenter  adalah  bagian  dar i  proses  
hukum dar i  terben tuknya suatu akta  
yang memil iki akibat  hukum. Saksi  
in strumenter  yang merupakan  bagian  
pen t ing dari  proses pem buatan akta  
auten t ik notar is, seharusnya juga  
memil iki  kewaji ban  untuk tetap men jaga 
kerahasian  akta  yang di tandatanganinya.  
Namun  keten tuan dalam UUJN junct o 
UU Perubahan  Atas UUJN t idak dia tur  
secara  tegas mengenai  kewaji ban  
merahasiakan  bagi  saksi in strumenter .  
Tidak adanya kewaji ban  
merahasiakan  isi  akta  dan  segala  
keterangan  yang diperoleh  dalam proses  
pembuatan  akta  oleh  saksi in strumenter ,  
menyeba bkan  saksi  in st rumenter  dapat  
dengan  mudah  dimin tai  keterangan  
terkai t  dengan  akta  yang 
di tandatangan inya ol eh  pihak yang 
berwenang. Saksi  in strumenter  sebagai  
bagian  dar i notar is, tentunya harus 
men jaga kerahasian isi  akta  guna 
men jaga kepen t ingan  para  pihak dalam 
akta . Dipanggi lnya saksi  in strumenter  
oleh  pihak yang berwenang ten tunya  
dapat  menyeba bkan  pembongkaran  
rahasia  terhadap isi  akta  yang diketahui  
oleh  saksi  in st rumenter ,  karena t idak 
adanya kepast ian  hukum dan  
per l indungan hukum bagi  saksi  
in strumenter  un tuk men jaga kerahasian  
isi  akta  ter sebut .   
Per l indungan  hukum yang diber ikan 
dengan  adanya kewa jiban  merahasiakan  
oleh  saksi  in strumenter  mencegah  
ter jadinya pemanggi lan  terhadap saksi  
in strumenter  oleh  pihak yang berwenang 
un tuk member ikan  keterangan  terkait  
dengan  akta  yang berujung pada 
member ikan  keterangan  terkai t  dengan  
akta  ter sebut .  Berdasarkan  pen jelasan  
mengenai  teor i  per l indungan  hukum 
yang disampaikan  Sat i jipto Rahar jo,  
yang dikut ip dar i  Fi tzgerald,  bahwa 
mengkoordinasi  berbagai  kepen t ingan  
dalam masyarakat  terhadap kepen t ingan  
ter ten tu,  hanya dapat  di lakukan  dengan  
member ikan  batasan  kepen tingan  di  
pihak la in 19,  maka guna mel indungi 
kepen t ingan  para  pihak yang terkait  
dengan  akta  auten tik yang dibuat  oleh  
a tau dihadapan  notar is,  baik notar is 
maupun  saksi  in st rumenter  yang hadir  
                                                        
19Satijipto Raharjo, Op. Cit., hal. 53 
pada saat  verl idjen  akta,  memil iki  
kewaji ban  un tuk merahasiakan  isi  dan  
segala  keterangan  terkai t  dengan  akta  
ter sebut .  Dengan  m ember ikan  kewaji ban  
merahasiakan  in i lah saksi  in strumenter  
dibatasi  kepen t ingannya oleh  undang -
undang un tuk men jaga kepen t ingan  para  
pihak terkai t dengan  akta  autent ik.  
Sebuah  akta  notar is t idak bol eh  
diper lakukan  secara  par sial  di  hadapan  
hukum,  tapi  harus dipahami secara  
menyeluruh  (hol istic  integral ),  mulai  
dari  awal  akta sampai  akhir  akta,  
dengan  kata  la in  pemanggi lan  saksi akta  
ter sebut  mem bukt ikan ket idakmampuan  
pihak-pihak ter tentu ter sebut  dalam 
memahami akta  notar is. 20 Pencan tuman 
kewaji ban  merahasiakan  oleh  saksi  
in strumenter  dalam UUJN junct o UU 
Perubahan  Atas UUJN juga terkait  
dengan  keadi lan  bagi  saksi  
in strumenter .  Teor i  keadi lan  yang 
dikemukakan  oleh  Ar istoteles,  bahwa  
keadi lan  i tu adalah  kebi jakan  yang 
ber sangkutan  pada hubungan  an tar  
sesame manusia ,  dimana keadi lan umum 
atau legal  adalah  segala  perbuatan  harus 
sesuai  dengan  undang-undang demi 
kepen t ingan  umum. 21 Tidak hanya 
notar is sa ja  yang diber ikan  
per l indungan  hukum,  namun  saksi  
in strumenter  yang merupakan  bagian  
pen t ing untuk men jadikan ak ta  notar is 
sebagai  akta  auten tik,  juga perlu 
mendapat  perl indungan hukum.  
 
B. TANGGUNG JAWAB SAKSI 
INSTRUMENTER TERHADAP 
KERAHASIAN AKTA AUTENTIK  
 
UUJN juncto UU Perubahan  Atas 
UUJN mengatur  mengenai  kerahasiaan  
isi  akta dalam sumpah  jabatan  notar is 
Pasa l  4 ayat  92) UUJN dan  kewaji ban  
notar is Pasal  16 ayat  (1)  huruf f UU 
Perubahan  Atas UUJN.  Kedua keten tuan  
dia tas merupakan  suatu keharusan  bagi  
notar is untuk men jaga kerahasian.  
Di l ihat  dar i  pemaparan  pasal -pasal  
ter sebut  dia tas unsur terpen t ing yang 
harus dirahasiakan adalah  isi  akta  dan  
segala  sesuatu a tau segala  keterangan  
yang diperoleh  dalam pembuatan  akta.  
Kedua hal  pen t ing in i  per lu dipahami 
sebagai  bagian  yang per lu dir ahasiakan.  
Isi  akta  dalam keten tuan  Pasal  38 ayat  
(3)  UU Perubahan  Atas UUJN huru f c  
menen tukan  bahwa,  Isi  akta  yang 
merupakan  kehendak dan  keinginan  dari  
pihak yang berkepen t ingan . Isi  akta  
berada pada bagian  badan  akta ,  dimana 
                                                        
20Habib Adjie III, Op.Cit., hal. 12.  
21O. Notohamidjojo II, Op. Cit. hal. 85. 
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badan  akta  yang memuat  keterangan -
keterangan  yang diber ikan  oleh  pihak -
pihak dalam akta  a tau keterangan -
keterangan  dar i  notar is mengenai  hal -
hal  yang disampaikannya a tas 
permin taan  yang ber sangkutan . 22   
Berdasarkan  pemaparan  dia tas maka 
hal  yang harus dir ahasiakan  oleh  notar is 
dalam melaksanakan  jabatannya t idak  
hanya terbatas pada isi  akta  yang 
memuat  hak,  kewa jiban ,  objek yang 
diper jan jikan , pen jabaran  ten tang 
imbalan ,  denda,  serta  klausula  la in  yang 
disepakat i  ber sama.  Kewaji ban  
merahasiakan  notaris juga terhadap 
keterangan  dan  in formasi  yang 
diber ikan  para  pihak pada saat  
menyampaikan  maksud dan  tujuannya  
un tuk membuat  akta .  Keterangan  yang 
disampaikan  ke pada notar is,  walaupun  
i tu t idak dican tumkan  tetap harus di jaga 
kerahasiaannya oleh  notar is.  Keten tuan  
Pasal  54 UU Perubahan  Atas UUJN juga  
men jelaskan  bahwa grosse akta ,  sa l inan  
akta , a tau kut ipan  akta  dan  juga t idak 
memper l ihatkan  isi  akta,  merupakan  
kewaji ban  notar is untuk men jaga 
kerahasiaannya,  kecual i  di ten tukan lain  
oleh  undang-undang.  
Kewa jiban  notar is un tuk 
merahasiakan  juga didasarkan  pada hak 
yang diber ikan  dalam keten tuan  Pasal  
1990 ayat  (2)  angka 3 KUH Perdata ,  dan  
Pasal  170 KUHAP yai tu hak ingkar  
yang merupakan  pengunduran  dir i  
sebagai  saksi .  Di lihat kembal i  dari  
keten tuan -keten tuan  yang ada terkait  
dengan  kewaji ban  merahasiakan ,  maka 
sumpah  jabatan  notar is sebagaimana 
dia tur  dalam Pasal  4 ayat  (2 ) ,  kewa ji ban  
merahasiakan  isi  akta  sebagaimana 
dia tur  dalam Pasal  16 ayat  (1)  huruf f,  
dan keten tuan Pasal  54 UU Perubahan  
Atas mewa ji bkan  notaris untuk t idak 
bicara .  Ar tinya notar is t idak dibol ehkan  
un tuk member ikan  kesaksian mengenai  
apa yang dimuat  dala m akta  yang 
dibuatnya,  baik berupa akta  part i j  
maupun  akta  pejabat  ambtel i jke  akta.23 
Notar is disin i  memil iki kewa jiban  un tuk 
t idak berbicara .  Di lihat  dar i  keten tuan  
Pasal  1909 a yat  (2)  angka 3  KUH 
Perdata  dan  Pasal  170 KUHAP,  notar is 
diber ikan hak untuk ti dak bicara  
mengenai  isi  akta  dan  segala  keterangan  
yang diperoleh  dalam proses pembuatan  
akta ,  yang didasarkan  pada 
kewaji bannya yang terdapat  pada 
sumpah  jabatan,  Pasal  16 a yat  (1)  huruf 
                                                        
22Habib Adjie I, Op. Cit., hal. 122. 
23Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Op. Cit., 
hal. 254. 
f dan  Pasal  54 UU Perubahan  Atas 
UUJN.  
Notar is dapat  memper l ihatkan  isi 
akta  dan  member i tahukan  segala  
keterangan  terkai t  dengan  akta  yang 
dibuatnya.  Hal  in i  dimungkinkan  karena 
notar is hanya berhak member ikan,  
memper l ihatkan ,  atau member i tahukan  
mengenai  isi  akta  dan  segala  keterangan  
yang diperoleh  dalam proses pembuatan  
akta ,  kepada orang yang berkepen t ingan  
langsung pada akta ,  ah l i  waris,  a tau 
orang yang memperoleh  hak.  Sela in  dari  
pihak-pihak ter sebut  dia tas,  maka orang 
la in  t idak diperbolehkan  un tuk 
diber ikan  keterangan  a tau in formasi  
terkai t dengan akta  oleh  notaris,  kecual i  
undnag-undang menen tukan  lain .  Hal  ini  
sesuai  dengan  keten tuan  yang tercan tum 
dalam Pasal  54 UU Perubahan Atas 
UUJN.  
Notar is selaku pejabat  umum yang 
mempunyai  kewenangan  membuat  akta  
auten t ik,  dalam menjalankan  tugasnya  
melekat  pula  kewa jiban  yan g harus 
dipatuh i,  karena kewaji ban  ter sebut  
merupakan sesuatu yang harus 
di laksanakan .  24Secara  tegas disebutkan 
dalam UU Perubahan  Atas UUJN bahwa  
notar is memil iki  kewaji ban  un tuk 
merahasiakan  isi  akta  dan  segala  
keterangan  yang diperoleh  terkai t  dalam 
proses  pem buatan  akta .  Sumpah  jabatan  
notar is juga mengatur mengenai  
merahasiakan  isi  akta  dan  segala  
keterangan  yang diperoleh  dalam prose  
pembuatan  akta.  Berdasarkan  hal  
ter sebut  maka notaris berdasarkan  
keten tuan  perundang-undangan  dan  
un tuk men jaga keperca yaan  masyarakat  
harus melaksanakan  kewaji ban  
merahasiakan  ter sebut .   
Teor i  per tanggungjawaban  yang 
disampaikan  oleh  Hans Kelsen  
mengenai  per tanggungjawaban  
berdasarkan  kesalahan ,  memil iki  ar ti  
bahwa seorang individu ber tanggug 
ja wab atas pelanggaran  yang 
di lakukannya karena sengaja  dan  
diperkirakan  men imbulkan  kerugian. 25 
Dikai tkan  teor i  tanggung jawab in i  
dengan   notar is yang membocorkan  
rahasia  yang seharusnya  
dirahasiakannya,  maka notar is harus 
ber tanggungjawab atas kesalahan  yang 
di lakukannya,  dengan  t i dak 
men jalankan kewa jibannya un tuk tetap 
men jaga kerahasian  isi  akta  dan  segala  
keterangan  yang diperoleh  dalam proses  
pembuatan  akta.  Notar is tesebut  dapat  
di tun tut  berdasarkan  ketentuan  Pasal  
                                                        
24Ibid., hal. 91. 
25Hans  Kelsen III, Op. Cit., hal. 140. 
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322 a yat  (1)  dan  (2)  KUHP ol eh  pihak -
pihak yang merasa  dirugikan  akibat  dari  
dibocorkannya isi  akta  dan  keterangan  
yang diperoleh  dalam proses pembuatan  
akta  oleh  notar is.  
Dipanggi lnya saksi  in st rumenter  
un tuk member ikan  kesaksian  terkait  
masalah  akta  yang di tandatanganinya,  
maka saksi  hanya member ikan  
kesaksiaan  sebatas tanggung jawa bn ya  
un tuk melaksanakan  tugasnya yang 
diber ikan oleh  notaris.  Tidak adaknya  
kewaji ban  merahasiakan  isi akta  dan  
segala  keterangan  yang diketahui  dalam 
proses pembuatan  akta oleh  saksi  
in strumenter  nyeba bkan  saksi  
in strumenter  t idak memil iki  
per l indungan  yang kuat  apabi la  
dihadapkan  kepada pihak yang 
berwenang untuk dimin ta i  kesaksian.  
Kemungkinan  untuk bocornya rahasia  
mengenai  isi  akta  dan  segala  keterangan  
yang diperoleh  dalam proses pembuatan  
akta  sangatlah  besar  di lakukan  oleh  
saksi  in st rumenter .  
Saksi  in strumeneter  adalah 
merupakan bagian  pent ing dari  proses  
pembuatan  akta,  yang ten tunya juga  
merupakan  bagian  dar i  notaris,  harus 
di l ihat  sebagai  sa tu kesatuan  yang t idak 
terpisahkan.  Hukum admin istrasi  
negara ,  dasar  bagi  pemer intahan  un tuk 
melakukan  perbuatan  hukum publ ik 
adalah  adanya kewenangan  
(bevoegdheid )  yang berkai tan dengan  
suatu jabatan (ambt ) .26 Oleh  karenanya 
jika  di l ihat  secara  administr asi  a tau 
hukum publ ik maka kesalahan  yang 
di lakukan  oleh  saksi  in strumenter  
dengan  membongkar  r ahasia  terkait  
dengan  isi  akta  dan  segala  keterangan  
yang diperoleh  dalam proses pembuatan  
akta ,  adalah  merupakan  tanggung 
ja waba dar i  notar is.  Hal  in i  dikarenakan  
notar islah  yang memil iki  kewenangan  
yang di ten tukan  oleh  undang -undang 
(kewenangan  atr ibusi)  un tuk membuat  
akta  autent ik, yang dalam mejalankan  
tugas jabatannya melekan  kewaji ban  
merahasiakan  isi  akta  dan  segala  
keterangan  yang diperoleh  dalam proses  
pembuatan  akta.  Saksi  in strumenter  
disin i di lihat sebagai  bagian  dari  notar is 
yang merupakan  ala t  un tuk men jadikan  
akta  ter sebut  auten t ik.  Terkai t  dengan  
hal  ter sebut ,  maka notar is ber tanggung 
ja wab secara  kol ekt i f  yang ar t inya  
bahwa notar is ber tanggung jawa b atas  
suatu pelanggaran yang di lakukan  oleh  
saksi  in strumenter  yang merupakan  
bagian  pent ing dalam proses pembuatan  
                                                        
26Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Op. Cit., 
hal. 77. 
akta  auten tik,  yang merupakan  suatu 
kesatuan  yang tidak dapat dipisahkan .   
Terkait  dengan  hal  ter sebut  dia tas,  
maka penul is berdasarkan  interpretasi  
futurist is  (An tisipat i f)  yai tu penafsi r an  
dengan  mengacu kepada rumusan  
rancangan  undang-undang atau rumusan  
yang dici ta -ci takan  ( ius 
const i tuendum ) .27  Berdasarkan 
pemaparan  dia tas,  untuk menciptakan  
kepast ian hukum dan  per l indungan  
hukum bagi  saksi  in strumenter  dalam 
melaksanakan  tugasnya dalam proses  
pembuatan  akta  auten tik,  maka 
diper lukan  norma yang jelas dan  tegas 
mengenai  kewaji ban  dan tanggung 
ja wab saksi  in st rumenter  dalam UUJN 
juncto UU Perubahan  Atas UUJN.  
Pengaturan  yang jelas mengenai  
kewaji ban  dan  tanggung jawa b saksi  
in strumenter  un tuk merahasiakan  isi  
akta  dan  segala  keterangan  yang 
diperoleh  dalam proses pembuatan  akta,  
akan  mel indungi  saksi  in trumenter ,  
notar is juga para  pihak terkai t  dengan  





3.1.  Simpulan  
Berdasarkan  pemaparan  di a tas 
maka dapat  dibuat  simpulan  mengenai  
penel i t ian  yang terkai t  dengan  
kewaji ban  saksi  i sn trumenter  
merahasiakan  isi  akta berdasarkan  
undang-undang jabatan  notar is.  
Simpulan  yang dapat  diambil  dari  
pemaparan  di a tas adalah :  
3.1.1 Kedudukan  hukum saksi  
in strumenter  dalam pembuatan akta  
notar is men imbulkan  kewaji ban  yang 
sama dengan  notaris yai tu untuk 
merahasiakan  isi  akta  berdasarkan  
Pasal  16 a yat  (1)  huruf f UU 
Perbahan  Atas UUJN.  Hal  in i  
dikarenakan  saksi  in strumenter  
adalah  bagian pen t ing dalam proses  
pembuatan  akta  autent ik yang harus 
ada,  yang di tentukan  dalam Pasal  40 
a yat  (1)  UU Perubahan  Atas UUJN.  
Kedudukan  saksi  in strumenter  adalah  
per in tah  dar i  undang-undang yang 
digunakan  un tuk memenuh i  syarat  
formil  suatu akta  auten tik. Tanpa 
keberadaan  2 (dua) orang saksi  
in strumenter  dalam proses pembuatan  
akta  auten t ik,  maka kedudukan  dari  
akta  auten tik yang memil iki  kekuatan  
                                                        
27I  Dewa  Gede  Atmadja,  2010,  Hukum  
Konstitusi  :  Problematika Konstitusi Indonesia 
Sesudah Perubahan UUD 1945, Edisi Revisi, 
Setara Press, Malang, hal. 86.  
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pembukt ian  sempurna  ter sebut  hanya  
mempunyai  kekuatan  pembukt ian  
akta  di  ba wah  tangan,  sesuai  dengan  
keten tuan  Pasal  41 UU Perubahan  
Atas UUJN.  Keberadaan saksi  
in strumenter  dalam pembacaan  akta  
ten tunya mengakibatkan  saksi  
in strumenter  mengetahui  isi  akta ,  dan  
un tuk mel indungi  kepen t ingan  para  
pihak dan  notar is maka saksi  
in strumenter  harus memil iki  
kewaji ban  merahasiakan  isi  akta  
ter sebut .  
3.1.2 Tanggung jawa b dar i  saski  
in strumenter  terhadap kerahasian  isi  
akta  men jadi  t idak jelas karena t idak 
adanya kewaji ban  untuk 
merahasiakan  isi  akta . Saksi  
in strumenter  sebagai  bagian  a lat  
un tuk men jadikan  akta  notar is 
sebagai  akta  auten t ik yang memil iki  
kekuatan pembukt ian sempurna,  
merupakan bag ian  dar i  notar is itu 
sendir i.  Oleh  karenanya beban  
tanggung jawa b saksi  in st rumenter  
sepenuhnya di l impahkan  kepada 
notar is.  Hal  in i  dikarenakan  notar is 
sebagai  peja bat  umum memil iki  
kewenangan  membuat  akta  auten tik 
dan memil iki  kewaji ban  untuk 
men jaga kerahasiaan  isi  akta  dan  
segala  keterangan  yang diperoleh  
dalam proses pem buatan  akta,  
ten tunya ber tanggungjawa b 
sepenuhnya terhadap akta  auten tik 
yang dibuat  oleh  a tau dihadapannya  
dan men jaga  kerahasiaan  isi akta  
ter sebut .  
3.2 Saran-saran 
Dalam penel i t ian  in i  di per lukan 
saran -saran  un tuk mengatasi  
permasalahan -permasalahan  yang 
dibahas.  Adapun  saran -saran  dalam 
penel i t ian  in i  adalah  :  
3.2.1 Perlu adanya penegasan mengenai 
kewajiban merahasiakan isi akta oleh saksi 
instrumenter dalam undang-undang jabatan 
notaris. Pembuat undang-undang diharapkan 
dapat mencantumkan kewajiban merahasiakan 
tersebut dalam ketentuan pasal mengenai saksi 
instrumenter, sehingga tidak terjadi kekaburan 
norama terkait dengan pengaturan saksi 
instrumenter dalam undang-undang jabatan 
notaris. Saksi instrumenter sebagai bagian 
penting dalam proses pembuatan akta 
autentik, harus memiliki pengaturan yang 
tegas dan jelas dalam undang-undang jabatan 
notaris, sehingga tercipta hubungan yang 
selaras dengan notaris dalam menjalakan tugas 
jabatannya. Norma mengenai saksi 
instrumenter dibuat lebih tegas guna 
menciptakan kepastian hukum dan 
perlindungan hukum bagi saksi instrumenter. 
3.2.2 Berkai tan  dengan  tanggung jawa b 
saksi  in strumenter ,  penen tuan  
normanya masih  sangat  kabur.  
Seyogn ya diper lukan  pengaturan  
norma yang lebih  jelas dan  tegas,  
baik mengenai  hak dan  kewaji ban  
ser ta  tanggung jawab dar i  saksi  
in strumenter  dalam undang -undang 
jabatan  notar is.  Hal  in i  diper lukan  
agar  t idak seluruhnya t indakan  yang 
di lakukan  oleh  saksi  in strumenter  
sebagai  bagian  dari  akta ,  men jadi  
tanggung jawab notar is.  Pengaturan  
norma yang jelas dan  tegas mengenai  
saksi  in strumenter  diper lukan  untuk 
mencegah  ter jadinya pem bongkaran  
rahasia  mengenai  isi akta  oleh  saksi  
in strumenter .  Apabi la  pembongkaran  
rahasia  oleh  saksi  in st rument er  
ter jadi ,  maka saksi  in strumeneter  
dapat  memper tanggungjawa bkan  
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